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ABSTRAK

Penyelengparann  perlindungan  hukum terhadep ansk di Indonesia  1elsh
diakomodasi  dalam  berbagai  peraturan hukum i Indonesia. Wamun, dalam
kenyataannyn pertindungan hukum techadap anak di Indonesia khususnya anak vang
berkentflik dengan hukum belum terlihat maksimal. Hal ini bisa disebabkan pertams,
dalam hal pengaturan wsis ansk vang berbeda-beds dalam setiap undang-undang
sehingega menimbulkan pemahaman dan penerapan yang berbeda-beda, Sedangkan
vang kedwa, banyak dalam prakick aparat penegak hukum vang kurang mampu
memahami  peraturan  perundang-undangan. Tujuan penclitian ini adelsh untuk
mengetahui perbandingan pengaturan hak-hak anak dalam perundang-undangan vang
herlaku di Indonesia, mengetahui perbandingan pengaturan hak-hak anak dalam
aspek hukum pidana di Indonesio, melakukan perbandingan pengaturan perlindungan
hukum terhadap anak sebapai pelako tindak pidana di Amerika Serikar, dan untuk
mengeiahui kelemahan-kelemahan dari peraturan perlindungan hukum terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana dalam proses peradilan pidena di Indonesia. Metode
penelitian yvang digunakan oleh penulis dalam penclitian ini adalah metode vuridis
normatif, Melalui metode ini, penulis menitikberatkan penelaahan lerhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku, berbagai fiteratur atau bahan kepustakasn vang
berkaitan dengan permasalahan aspek hukum perlindungan anak dalam proscs
peradilan pidana di Indonesia khususnya anak sebagai pelako tindak pidana, Berbagai
data diinventarisir, dikeji den divji untuk kemudian diolah secara sistematis
berdasarkan relevansinya dengan penelitian  vang  dilakuken, Dalam  sistern
perundang-undangan i Indonesia belum ada unifikasi tentang hukum anak akan
tetapi terkodifikast dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat
ind, diantaranya KUHP, KUHPer, Undang-Undang Kesejahtersan Anak, Undang-
Undang Lembaga Pemasysrakatan, Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-
Undang HAM, Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  Undang-Undang
Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pengaturan hak-hak amak dalsm
Unddang-Undang tersebut masih kerang sinkronisasinya satu sama lain dalsm hal
pembatasan gsia anak. Namun, dalam hal penpaturan substansi hak-hak anak telsh
terdapat suatu upaya untuk melindungi hak-hak anak. Walaupun lahirya Undang-
Lindang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan suatu upava uniuk
mengakomedast perlindungan anak dalam proses peradilan pidana di Indonesiz
shususnya anak sebapai pelaku tindak pidena namun ada beberapa hal yang
nengandung kelemshan dan perlu sepera direvist, diantarsnya berkaitan dengan
chpaturan usia anak nakal dan penyebutan anak nakal bagi anak vang melakukan

ndak pidana,

ii



BAB

PENDAHULUAN

Ay LATAR BELAKANG MASALAH

Manusia dilahirkan sebagni makhluk vang bersifar individual dan jugs bersiful
sosial. Sebagai makbluk yang individuzl, manusia memiliki kepentingan masing-
masing yang tenie saja tidak akan selalu sama dengan kepentingan manusia lainnya.
Dengan  sifae sosial yang ada dalam diri manusia menvebabkan manusia tersebit
tidak akan dapat hidup sendiri-sendiri. manusia akan selaly merasakan membutuhkan
arang lain dalam melangsungkan hidupava |

bepentingan yang ada dalam diri manusia tersehut dapat didefinisikan sehagai
keinginanan stau tuntutan, Manusia akan mencoba untuk memenuhi kepentingan
tersehul  baik  secara  persecrangan  atau  berkelompok-kelompok  stan dalam
perhimpunan. Oleh karens itu harus diperhatiken oleh suaty pihak vang mengatur
tubungan-hubungan antara manusio atay menertibkan kelakusn manusia.’

Hubungan-hubungan antara manusia inilah yang menjadi latar belakang dan
diperlukannya hukum dalam kehidupsn manusia sebagai suaty perangkal aluran-
aturan yang mengater kehidupan dalam kehidupan bermasvarakat. Dengan adanya

fukum delam hubungan antara manusia tersebut, makn dihsrapkan dapat tercipta

suatu masyarakat yang teratur dan tercipta suatu keadilan didalamnya.

Ransil, Pewmgraniar Mo Hboew, Balai Pustaka, Jakars, 2002, him. 3
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Apabila dilinat dari segi fisik, maka manusia dapar digolongkan menjadi dua
yaitu manusia dewasa dan manusia yang belum dewasa (anak-anak). Walaupun masil
tergolong belum dewasa dan bahkan belum memiliki kecakapan sebagaimana halnva
manusia vang sudah dewass, anak-anakpun etap adalah manusia®. Oleh karena i,
anak mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan orang dewasa vang harus
dihormati dan dilindungi sebagai subjek hukum vang memiliki hak-hak vang harus
dilindungi dan kewajiban vang harus dilaksanakan.

Anak adalah omanah sekpligus kamuniz Tuban Yang Maha Tsa, Yang
senantiasa harus dijaga karena dalam dicinya melekat harkat, martabat dan hak-hak
manusia sebagai manusia vang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan
hagian dari hak asasi manusia vang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang
Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidepan berbangsa dan bernepara, anak adalah
merupakan assel bangsa sekaligus masa depan bangsa juga penerus cita-cita negara
dan sumber daya manusia yang nantinva akan memepang kendali pembangunan
masional,’ Masa depan bangss sangat ditentukan oleh kualitas perlakuan serta
perlindungan terhadap anak-anak. Tanpa anak, masa depan suntu bangss tidak akan
pernah wd,

Setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, hak atas perlindungan
can hak ates berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, sosial dan budaya, Anak pun

mempunyai hak perlindungan atas segala hal vang dapat menghambat pertumbuhan

boarting Kartong, Peikodopr drad (Peibolog! Perbeobanpon) OV, Mandar Wlaju, Bandung, 195,
_H||r|. 4243
- Penjelasan LIL Mo, 23 Tahun 2002 fentang Perlindungan Anak
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dan perkembangan divinya. Untuk memumjang penyelenggaraan hak anak, Tndonesia
telah melahirkan  perundang-undangan vang memberikan  perlindungan hukum
terhadap hak-hak anak. Seperti pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang
kegjahterman Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hatifikasi
Konvensi Hak-tHak yang dipelopori PBB tahun 1989, Undang-Undang Nomor 3
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahus 2002
lentang Perlindungan Ansk. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
sendirt juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dari sepala tindak
pidana vang dapat menggoncangkan fisik dan mentalnya.

Musalah perlindungan  anak  adalah  sesuatu yang kompleks dan  hisa
menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut dimana dalam penanganan
dan mengatasi masalah perlindungan anak harus dilaksanakan secara bersama-sama
antara semua pihak vang terkait baik ite negara, pemerintah, masyarakal dan Drang
e, Menurut Arif Gosita perlindongan arak adalah sustu hasil imteraksi karena
adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab
it apabila kita maw mengetahui adanya. terjadinya perlindungan anak yvang baik atau
buruk, lepat atau tidak tepat, maka kity herus memperhatikan fenomena mana vang
relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinva kegiatan perlindungan
anak.’

Dalam rangka mengembangkan usaha kegiatan perlindungan anak  kita harus
waspada dan sadar akan akibat-akibat yang tidak diinginkan yang menimbulkan
korban, kerugion karena pelaksanaan perlindungan anak yang tidak rasional, positif,

AT Gostt, Misaloh Korban Nejeharan, Akademika Pressindo, Jakara, 19497, him, 220




tidak bertanggungjawab dan tidak bermanfaat. Oleh sebab i, harus diusahakan
adanya sesunty vong mengatur dan menjamin pefaksanaan  perlindungan untok
mencegah berbagai penyvimpangan negatif lainnyva techadnp anak,

Apabila Kita melihat perundang-undangan vang ada, bahwa akan terlihat jelas
pemerintah  telah  berusaha sumgpuh-sungguh  dalam  memberikon  perlindungan
terhadap hak-hak anak, [ mana perlindungan anak i sendiri bertujuan untuk
menjamin lerpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan
herpartisipast secara optimal sesuni dengan harkat dan marahet kemanusizan, serta
mendapat perlmdungan dari kekerasan doan diskriminasi, demi terwujudnya anak
Indonesia vang berkualitas, berakblak mulia, dan scjahtera.

Namun bila kita melibat realita yang tecjadi dalam masvarakat, belum
sepenubnya hak-hak snak terlindungi khususnya anak vang berbadapan dengan
hukum. Contohnye kasus Muhammad Azwar sliss Raju vang disidangkan di
Pengadilan Langkat Sumatera Utars yang telah mendopat sorotan media massa,
Media massa memberitakan bahwa Raju yang berumur 7 tahun 8 bulan dihadapkan
ke muka persidangan didakwa berkelahi karenn menganiava kakak kelasnya,
Persidangan ini menjadi dramatis ketika Haju ditshan oleh hakim dan dicampur
dengan orang dewasa. berbapai cacian dan makian terhadap pengadilan dan hakim
veng menyidangkan perkara tersebut. Semua arang berbicara dan menyvatakan ©

Hakim tidak punya hati nurani. hakim cuma palak terhadap anak kecil, sunkem



kepada koruptor, den hakim robot hukum serta pengadilan techadap raju merupakan
lenceng terhadap kematian hukum di Indonesia. "

Berkaca dari kasus di atas, terlihat jelas bahwa belum maksimalnya upaya
perlindungan hukum ferhadap angk khususnya anak yang herhadapan dengan hukum
haik sebagai korban maupun sehagai pelaku tindak pidans di Indonesia. 11al ini bisa
discbabkan  pertama, undang-undang yang mengatur tentang anak vang tidak jelas.
Hal ind kita bisa lihat dalam pengaturan tentang usia anok vang berbeda-beda dalam
setiap undang-undang. seperti dalam BW vang menyatakan hahwa batas usia anak
adalah 2| tahun, dalam KUHP baias usia anak adalah 16 tahun, dalam UU
boesejahterasn Anak batas usia anak adelah 21 @hun sedanpken dalam 01
Pengadilan Anak menyatakan anak adalah orang veng dalam perkars anak nakal telah
mencapai umur 8 (delapan) tahun teeapi belum mencapai umur 18 (defapan belas) dan
helum pernah kawin. Sedangkan penyvebab kedwa banvak dalam prakek aparat
penegak hukum tidak mampy memahami peraturan perundang-undangan, sepert
dalam kasus raju vang disidangkan i Pengadilan Langkat Sumatera Utara,

Ansk-anak adalah generasi penerus bangsa untuk masa depan, termasuk jusa
anak yang menjadi pelaky dori tindak pidana dan korban tindak pidana. Oleh schab
M. sangnt penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan  langkah-langkah
perlindungan terhadap hak-hak anak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah
dengan menciptakan susty perangkat hukum vang memadai dan menjamin hak-hak

anak tersebut terpenuhi secara baik.

Mapaluh Tempo edisi 2-6 Marel 2006
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RESIMPULAN DAN SARAN

M. Kesimpuhin

fad

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia belum ada
unifikasi temlang hokum anak, akan 1elapi tersebar dalam
berbogai peraturan perundong-undanpan yanp berlaku saat ini.
Bahwa dari peraturan perundang-undangan  yang mengatur
tentang hak-hak anak di Indonesia masik kurang sinkronisasinva
satu sama laim. Haol ini dapat dilihat dari remosannyva vang
berkaitan dengan pengaturan batas usia anak vang herbeda satu
dengan yang lainnya.

Pengaturan  hak-hak anak dalam aspek hukum pidana juga
lersehar dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan  di
Indonesin dan masih  kurang sinkronisasi satu ssma lain.
Mamun, apabila Kita lihat dari segi substansinya 1elah herupaya
memberikan perlindungan terhudap hak-hak anak dalam aspek
hukum pidana.

Pengaturan hak-hak anak vang berkonflik dengon hukum dalam
proses peraditan pidana di Nepara Bagian lonots Amerika
Serikat pada dasarnva sama dengan pengaturan hak-hak anak
vang berkonflik dengan hukum Jdi Indonesia dengan beherapa

pembedaan.
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